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  ABSTRAK :   -    Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Simeulue dan untuk menyesuaikan penganggaran kebutuhan 

keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah serta 

untuk menindaklanjuti beberapa kali perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 

perlu dilakukan Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulu, maka perlu ditetapkan 

suatu Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 

2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 

2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; 

PP No. 16 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN 

Kabupaten Simeulue No. 1 Tahun 2005. 

  

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang penghasilan Pimpinan dan Anggota 

DPRK. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 27 Desember 2013. 

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan 

dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

- Penjelasan : - hlm 

 

 


